
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 33 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA C^.RA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAIMG MAHA ESA 

Menimbang 

Memgingat 

WALI KOTA GORONTALO, 

: a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsi ir 

pen ting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah prmlu dikelola pemanfaatannya 

secara tertib dengan memperhatikan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemanfaatan Baranig 

Milik Daerah perlu memmsun tata cara pemanfaatajti 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Wali Kota Gorontalo tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah Berupa Tanali dan/atau Bangunan; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repuhilik Indonesii 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republic 

Indoesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembarjm Negara 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 33 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH 

Menimbang 

Mengingat 

DAN/ATAU BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur 

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah perlu dikelola pernanfaatannya 

secara tertib dengan memperhatikan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat, 

bahwa dalam rangka melaksanakan pemanfaatan Barang 

Milik Daerah perlu menvusun tata cara pemanfaatan 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Wali Kota Gorontalo tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), | 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indoesia Tahun 1960 Nornor 104 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043), | 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, T a m b a h ^ 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarap 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undapg 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lemtiaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaija 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentan 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang IVlilik Daera i 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesip 

Nomor 5533); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2 0 1 6 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berit a. 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

M E M U T U S K A N : 

]\lenetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TATA CARj\ 

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DsJam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo; 

2 Pemerintali Daerah adalah Wali kota dan Perangkat Daerah ssbagai unsu^ 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

3 Pemerintah Daerah adalah Wali kota, dan Pcjrangkat Daerah sebagai unsur 

penyelengjyara Pemerintahan Daerah; 

4 Wali kota iidalah Wali kota Gorontalo; 
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarah 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TATA CARA 

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Delam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

Daerah adalah Kota Gorontalo, 

2 Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

3 Pemerintah Daerah adalah Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

4 Wali kota adalah Wali kota Gorontalo, 
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3. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang. 

4. Tanah dan/atau bangunan adalah aset iDarang milik Pemerintah Kota 

Gorontalo. 

5. Pengelola Barang adalah pejabat yang benvenang dan bertanggungjawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Baranig 

Milik Daei ah. 

?'. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independe i 

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

ICi. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

suatu objek penilaian berupa tanah dsm/atau bangunan pada siaat tertentu. 

11. Tanah adadah tanah penguasaan Pemerintah Kota Gorontalo. 

12. Sewa adalah pemakaian tanah oleh pihak lain dalam jangka wsiktu tertentu 

dan meneidma imbalan uang tunai. 

12 . Kerja Sama Pemanfaatan selanjutnya dising]<at KSP adalah pendayagunaai 

Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka peiiingkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 

14 . Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatai 

Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendir ikai 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasmya, kemudian didayagunakai 

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakaa 

untuk seliinjutnya diserahkan kembali tan£ih beserta bangunan dan/ata|i 

sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu. 

15 . Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat B S G adalah pemanfaatah 

Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikaji 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesei 

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang telah dise]Dakati. 

16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah 

kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiataji penyediaap 

infrastruktur sesuai ketentuan peraturan peiundang undangan. 

17. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 

adalah Weilikota atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daeraii 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN 

\ 

S E K D A   

D 

&. 

an 

10. 

14. 

15. 

16. 

Ti: 

-. $- 

. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang. 

-. Tanah dan/atau bangunan adalah aset barang milik Pemerintah Kota 

Gorontalo. 

. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang 

Milik Daerah. 

.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

suatu objek penilaian berupa tanah dan/atau bangunan pada saat tertentu. 

.Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota Gorontalo. 

.Sewa adalah pemakaian tanah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 

dan menerima imbalan uang tunai. 

. Kerja Sama Pemanfaatan selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan 

Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan 

Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan 

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan 

Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan serelah selesai 

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah 

kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan 

infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 

adalah Walikota atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah 
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sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan 

perundani^-undangan. 

18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyirnpanan uang 

daerah yging ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menam]Dung seluruth 

penerimaEin daerah dan membayar seluruh piengeluaran daerah. 

19. Pihak lain adalah selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. 

BAB I I 

PRINSIP UMUM 

Pasal 2 

( i ; Wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

(2) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan: 

a. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota umtuk Barang 

Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; dan 

b. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang berupla 

sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna 

barang. 

(3) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa memerlukaji 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daenih Kota gorontalo. 

(4) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat dilaksanakan oleh pihak laih 

sepanjang: tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraap 

pemerintahan daerah. 

(5) Tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek retribusi daerah tida|c 

dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan. 

(6) Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan tidak dap^t 

dijaminkan atau digadaikan. 

Pasal 3 

Bentuk pemanfaatan tanah dan/atau bangunan berupa: 

a. Sewa; 

b. KSP; 

c. B G S / B S G ; dan 

d. KSPI . 
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sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan 

perundanz-undangan. | 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyirnpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

. Pihak lain adalah selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. 

BAB II 

PRINSIP UMUM 

Pasal 2 

Wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan: 

a. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota untuk Barang 

Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, dan 

b. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang berupa 

sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna 

barang. 

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa memerlukan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gorontalo. 

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat dilaksanakan oleh pihak lain 

sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek retribusi daerah tidak 

dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan. 

Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan tidak dapat 

dijaminkan atau digadaikan. 

Pasal 3 

Bentuk pemanfaatan tanah dan/atau bangunan berupa: 

Sewa, 

. KSP: b 

2. 

d 

BGS/BSG: dan 
. KSPI. 
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BAB III 

SEWA 

Paragraf Kesatu 

Kriteria Sewa 

Pasal 4 

(11 Penyewaan dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayaj?unaan tanajh 

dan/atau bangunan yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanan tugqs 

dan fungsi penyelengaraan pemerintahan daerah. 

(21 Mitra sewa berkewajiban membayar uang sewa selama jangka waktu sewa. 

(3l Tanah yang menjadi objek sewa tidak dapat dimohonkan Hak Gun|a 

Bangunan. 

(4) Pihak lain yang dapat menyewa tanah dan/gitau bangunan meliputi : 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 

c. Perseroan terbatas; 

d. lembagji/organiasasi intemasional/asing; 

e. yayasari; 

f. koperasi; 

g. perseorangan; dan 

h. badan hukum lainnya. 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu Sev/a 

Pasal 5 

(1) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditan(datanganiny|a 

perjanjian sewa dan dapat diperpanjang. 

(2) Jangka wjiktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

untuk: 

a. kerjasama infrastruktur; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari 

(lima) tsihun; 

c. usaha umtuk kepentingan investasi; atau 

d. ditentukan lain dalam undang-undang. 

Pasal 6 

(1) Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasar]<an periodesitas Sf;wa. 
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BAB III 

SEWA 

Paragraf Kesatu 

Kriteria Sewa 

Pasal 4 

Penyewaan dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan tanah 

dan/atau bangunan yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanan tugas 

dan fungsi penyelengaraan pemerintahan daerah. 

Mitra sewa berkewajiban membayar uang sewa selama jangka waktu sewa. 

Tanah yang menjadi objek sewa tidak dapat dimohonkan Hak Guna 

Bangunan. 

Pihak lain yang dapat menyewa tanah dan/atau bangunan meliputi : 

a. Badan Usaha Milik Negara, 

b. Badan Usaha Milik Daerah: 

c. Perseroan terbatas, 

d. lembaga/organiasasi internasional/asing, 

e. yayasan, 

f. koperasi, 

g. perseorangan, dan 

h. badan hukum lainnya. 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu Sewa 

Pasal 5 

Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya 

perjanjian sewa dan dapat diperpanjang. 

Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

untuk: 

a. kerjasama infrastruktur, 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari 5 

(lima) tahun, 

c. usaha untuk kepentingan investasi, atau 

d. ditentukan lain dalam undang-undang. 

Pasal 6 

(1) Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa. 
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(2) Jangka v^aktu sewa dalam rangka kerjas£ima infrastruktur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pali ng lama 10 (sepuluh) tahun ddn 

dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

(3) Jangka waktu sewa untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yarg 

memerlulsian waktu sewa lebih dari 5 (limal tahun sebagaimana dimaksud 

pada dal£im Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan 

kajian sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. 

(4) Jangka waktu sewa untuk kepentingan investasi sebagaimana dimaksujd 

dalam Pa;sal 5 ayat (2) huruf c ditinjau setiap 5 (lima) tahun untuk palm|g 

lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

Pasal 7 

(1| Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah dan/atau 

bangunan kepada: 

a. Wali kota untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola 

barang; dan 

b. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

pengguna barang. 

(2) Jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan persetujuan: 

a. Wali kota untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola 

barang; dan 

b. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

pengguna barang. 

(3] Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimanla 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelura 

berakhimya jangka waktu sewa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimanja 

permohonan sewa pertama kali. 

Pasal 8 

(1) Sewa bera khir apabila: 

a. berakhimya jangka waktu sewa; 

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklajuti dengan 

pencabutan sewa oleh Walikota atau Pengidola Barang; 

c. pencabutan persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian; 
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Jangka waktu sewa dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

Jangka waktu sewa untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang 

memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima| tahun sebagaimana dimaksud 

pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan 

kajian sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. 

Jangka waktu sewa untuk kepentingan investasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditinjau setiap 5 (lima) tahun untuk paling 

lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

Pasal 7 

Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah dan/atau 

bangunan kepada: 

a. Wali kota untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola 

barang, dan 

b. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

pengguna barang. 

Jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan persetujuan: 

a. Wali kota untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola 

barang, dan 

b. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

pengguna barang. 

Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum 

berakhirnya jangka waktu sewa dengan dilerigkapi persyaratan sebagaimana 

permohonan sewa pertama kali. 

Pasal 8 

Sewa berakhir apabila: 

a. berakhirnya jangka waktu sewa, 

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklajuti dengan 

pencabutan sewa oleh Walikota atau Pengelola Barang, 

c. pencabutan persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian, 
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d. ketentuan lain sesuai peraturan perundarig-undangan. 

(2| Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah dan/atau bangunan pada sakt 

berakhimya sewa dalam keadaan baik dan layak secara optimal sesuai fungsi 

dan peruntukannya. 

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita 

acara seriih terima. 

(4; Pengelola barang/pengguna barang melakukan pengecekan gunJa 

memastikan kelaikan kondisi tanah dsm/atau bangunan yang disewakan 

sebelum clitandatanganinya berita acara senih terima. 

(5) Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan setelah semua 

Jcewajiban penyewa dipenuhi. 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelakasanaan Sewa 

Pasal 9 

(1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan yang disertai dengan: 

a. dokumen pendukung berupa surat pemyataan kesediaan cjilon penyewh 

untuk menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlakji 

selama jangka waktu sewa; dan 

b. data tanah dan/atau bangunan yang akan dimohon sewa berupa gambajr 

lokasi atau siteplan, alamat objek yang akan disewa dan pijrkiraan luas 

yang akan disewa. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. data calon penyewa; 

b. latar belakang permohonan; 

c. jangka waktu sewa; dan 

d. peruntukan sewa. 

(3) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 

dari: 

a. fotokopi NPWP; 

b. fotokopi SlUP/Akta; dan 

c. fotokopi KTP. 

PERANGKAT 
D A E ? A H 

KABAG ASISTEN S E K D A 
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d. ketentuan lain sesuai peraturan perundar.g-undangan. 

Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah dan/atau bangunan pada saat 

berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak secara optimal sesuai fungsi 

dan peruntukannya. 

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita 

acara serah terima. 

Pengelola barang/pengguna barang melakukan pengecekan guna 

memastikan kelaikan kondisi tanah dan/atau bangunan yang disewakan 

sebelum ditandatanganinya berita acara serah terima. 

Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan setelah semua 

kewajiban penyewa dipenuhi. 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelakasanaan Sewa 

Pasal 9 

Calon penyewa mengajukan surat permohonan yang disertai dengan: | 

a. dokumen pendukung berupa surat pernyataan kesediaan calon penyewa 

untuk rnenjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlaku 

selama jangka waktu sewa, dan 

b. data tanah dan/atau bangunan yang akan dimohon sewa berupa gambar 

lokasi atau siteplan, alamat objek yang akan disewa dan perkiraan luas 

yang akan disewa. 

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : 

a. data calon penyewa, 

b. latar belakang permohonan, 

c. jangka waktu sewa, dan 

d. peruntukan sewa. 

Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 

dari: 

a. fotokopi NPWP, 

b. fotokopi SIUP/Akta, dan 

c. fotokopi KTP. 
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(4) Dalam hal calon penyewa merupakan perorgingan, hanya dibuktikan 

dengan fctokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. 

Pasal 10 

(1) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dab 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji 

atas kela^akan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. 

(2) Pengelola barang dapat membentuk tim untuk melakukan penelitiajn 

terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(31 Untuk memperoleb nilai wajar, pengelola barang dapat menugaskan peni l^ 

pemerintah atau penilai publik untuk melaliukan penilaian atas objek sew(a 

yang akan disewakan. 

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakulcan sebagai 

tarif pokok sewa. 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon penyewa untuk objiek sewa yabg 

sama dalam waktu bersamaan, dalam menentukan calon penyewa dilakukajn 

melalui kontes atas pertimbangan aspek yang paling menguntungkan. 

(6| Berdasarl«:an hasil penelitian, pengelola barang mengajukan usulajn 

permohonan sewa kepada Walikota untuk mendapat persetujuan. 

Pasal 11 

(1) Pengguna barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dab 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji 

atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. 

(2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mc^mbentuk tibi 

untuk melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen 

pendukung. 

(3) Pengguna barang melakukan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunatji 

yang akan disewakan. 

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksankan oleh penilai 

Pemerintah Daerah atau penilai publik. 

(5) Berdasarl<:an hasil penelitian, pengguna baramg mengajukan us.ulan 

permohonan sewa kepada pengelola barang untuk mendapat persetujuan. 
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Dalam hal calon penyewa merupakan perorangan, hanya dibuktikan 

dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. 

Pasal 10 

Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji 

atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. 

Pengelola barang dapat membentuk tim untuk melakukan penelitian 

terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Untuk memperoleh nilai wajar, pengelola barang dapat menugaskan penilai 

pemerintah atau penilai publik untuk melakukan penilaian atas objek sewa 

yang akan disewakan. 

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai 

tarif pokok sewa. 

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon penyewa untuk objek sewa yang 

sama dalam waktu bersamaan, dalam menentukan calon penyewa dilakukan 

melalui kontes atas pertimbangan aspek yang paling menguntungkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang mengajukan usulan 

permohonan sewa kepada Walikota untuk mendapat persetujuan. 

Pasal 11 

Pengguna barang melakukan penelitian terhadap surat perrnohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji 

atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. 

Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim 

untuk melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen 

pendukung. 

Pengguna barang melakukan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan 

yang akan disewakan. 

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksankan oleh penilai 

Pemerintah Daerah atau penilai publik. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengguna barang mengajukan usulan 

permohonan sewa kepada pengelola barang untuk mendapat persetujuan. 
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Paragraf Keempat 

Formula tarif/Besaran sewa 

Pasal 12 

(1) Formula tarif sewa/besaran sewa merupakan hasil perkalian dari: 

a. tarif ]Dokok sewa; dan 

b. faktor penyesuai sewa. 

(21 Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan 

untuk: 

a. berupa tanah; 

b. berupa bangunan; dan 

c. berupa tanah dan bangunan. 

(31 Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud p a i a ayat (2) huruf a merupakan 

basil perkalian dari: 

a. faktor \ ariabel sewa tanah; 

b. luas tanah (Lt); dan 

c. nilai tanah (Nt). 

(4) Tarif pokc'k sewa sebagaimana dimaksud paiia ayat (2) huruf b merupakan 

hasil perkalian dari: 

a. faktor variabel sewa bangunan; 

b. luas bangunan (Lb); dan 

c. nilai bangunan (Nb). 

(5) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud p£ida ayat (2) huruf c merupakab 

hasil penambahan tarif pokok sewa tar ah dengan tarif pokok sewa 

bangunar.; 
I 1 

(6] Besaran sewa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan K(;putusan 

Walikota. 
Pasal 13 

(1) Ketentuan mengenai formula tarif sewa/' besaran sewa sebagaimanla 

dimaksud dalam Pasal 12, dikecualikan dalam hal sewa tanah yang 

direncanakan untuk kavling bagi Pegawai Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran sewa tanah yang direncanakan untuk kavling bagi pegawai 

Pemerintah Kota gorontalo sebesar Rp.5.000 (lima ribu) /m2/t£Lhun. 

Pasal 14 

(1) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 

huruf a ditetapkansebesar 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) 

PEFANGKAT 
DAERAH 

KABAG ASISTEN SEKDA 

r 1 - J L J ri   

(1) 

(2) 

(31 

(4 

(S 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

-9 - 

Paragraf Keempat 

Formula tarif/Besaran sewa 

Pasal 12 

Formula tarif sewa/besaran sewa merupakan hasil perkalian dari: 

a. tarif pokok sewa, dan 

b. faktor penyesuai sewa. 

Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan 

untuk: 

a. berupa tanah, 

b. berupa bangunan, dan 

c. berupa tanah dan bangunan. 

Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan 

hasil perkalian dari: 

a. faktor variabel sewa tanah, 

b. luas tanah (Lt), dan 

c. nilai tanah (Nt). 

Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan 

hasil perkalian dari: 

a. faktor variabel sewa bangunan, 

b. luas bangunan (Lb), dan 

c. nilai bangunan (Nb). 

Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 

hasil perrambahan tarif pokok sewa tanah dengan tarif pokok sewa 

bangunar:, 

Besaran sewa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

Pasal 13 

Ketentuan mengenai formula tarif sewa/ besaran sewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, dikecualikan dalam hal sewa tanah yang 

direncanakan untuk kavling bagi Pegawai Pemerintah Daerah. 

Besaran sewa tanah yang direncanakan untuk kavling bagi pegawai 

Pemerintah Kota gorontalo sebesar Rp.5.000 (lima ribu) /m2/tahun. 

Pasal 14 

Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 

huruf a ditetapkansebesar 3,33Y5 (tiga koma tiga tiga persen) 
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(2) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dihitung 

dalam meter persegi berdasarkan gambar sltuasi pada sertipil<at atau petja 

tanah. 

(3) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf 

merupakan nilai wajar tanah dalam rupiah per meter persegi berdasarkajn 

hasil penilaian. 

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) h^uruf c selaib 

hasil penilaian dapat juga menggunakari nilai zona/nilai pasar yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang/nilai dalam daftar inventarjs 

Barang Milik Daerah/Nilai J u a l Objek Pajak. 

(5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai altematlif 

yang digunakan menentukan besaran tarif sewa yang paling menguntungkan 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 15 

(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaiman£i dimaksud dalam Pasal 12 ay^t 

(4) huruf a adalah 6,64% (enam koma enam(;mpat persen). 

(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b 

merupakgji luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. 

(3) Nilai bang;unan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c 

merupakam nilai wajar atas bangunan berdasarkan hasil penikiian. 

(4) Nilai bang;unan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dapht 

mengguniikan harga satuan bangunan/nilai dalam daftar inventaris Baranjg 

Milik Dae rah. 

Pasal 16 

( l l Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf b, meliputi: 

a. jenis kegiatan usaha penyewa; 

b. bentuk kelembagaan; dan 

c. periodesitas sewa. 

(21 Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalaiji 

prosentase. 

(31 Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, dikelompokan atas: 

a. kegiatan bisnis; 

b. kegiatan non bisnis; dan 

c. kegiatain sosial. 
PEFIANGKAT 
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(2) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dihitung 

dalam meter persegi berdasarkan gambar situasi pada sertipikat atau peta 

tanah. 

(31 Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (3) huruf c 

merupakan nilai wajar tanah dalam rupiah per meter persegi berdasarkan 

hasil penilaian. 

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c selai 

hasil penilaian dapat juga menggunakan nilai zona/nilai pasar yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang/nilai dalam daftar inventaris 

Barang Milik Daerah/Nilai Jual Objek Pajak. | 

(S5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai alternatif 

yang digunakan menentukan besaran tarif sewa yang paling menguntungk 

Pemerintah Daerah. Tr 

Pasal 15 

(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(4) huruf a adalah 6,64”6 (enam koma enamempat persen). 

(2: Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b 

merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. 

(3 Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c 

merupakan nilai wajar atas bangunan berdasarkan hasil penilaian. 

(4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dapat 

menggunakan harga satuan bangunan /nilai dalam daftar inventaris Barang 

Milik Daerah. 

Pasal 16 

(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)   huruf b, rneliputi: 

a. jenis kegiatan usaha penyewa, | 

b. bentuk kelembagaan, dan   
Cc. periodesitas sewa. 

(2! Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam 

prosentase. | 

(31 Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, dikelompokan atas:   
a. kegiatan bisnis, 

b. kegiatan non bisnis, dan 

c. kegiatan sosial. 
  
PERANGKAT | KABAG 
DAERAH HUKUM 

KA 
ASISTEN | SEKDA 

  

            

 



- 1 1 -

Pasal 17 

(1) Kelompok: kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasjal 16 ayat (3) 

buruf a diperuntukan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencajri 

keuntungan antara lain: 

a. perdag£ingan; 

b. industri; dan 

c. jasa. 

(2) Kelompok: kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(3) huruf b diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barar g 

dan jasa yang diberikan namun tidak mencsji keuntungan, antara lain: 

a. penyelenggaraan pendidikan nasional; 

b. kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu ataju 

terdapat potinsi keuntungan baik materiil maupun inmateriil; 

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukajn 

dalam menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan 

d. kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis. 

(3) Kelompok: kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasiil 16 ayat (3) 

huruf c, diperuntukan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barar g 

atau jasa yang diberikan atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antai[a 

lain: 

a. pelayarian kepentingan umum yang tidak memungut biaya atau tidak 

terdapat potensi keuntungan; 

b. kegiatan sosial; 

c. kegiatan keagamaan; 

d. kegiatan kemanusiaan; 

e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan 

f. kegiatan lainnya yang memenuhi kreteria sosial. 

Pasal 18 

(1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana. dimaksud dalam li^asal 16 ayajt 

(1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kategoi-i I , meliputi: 

1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi; 

2. Badjm Usaha Milik Negara; 
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Pasal 17 

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 

huruf a diperuntukan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari 

keuntungan antara lain: 

a. perdagangan, 

b. industri, dan 

c. jasa. 

Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat! 

(3) huruf b diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang 

dan jasa vang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: 

a. penyelenggaraan pendidikan nasional, 

b. kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau 

terdapat potinsi keuntungan baik materiil maupun inmateriil, 

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan 

dalam menunjang tugas dan fungsi pengguna barang, dan | 

d. kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis. 

| 
Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 

huruf c, diperuntukan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang 

atau jasa yang diberikan atau tidak berorientasi mencari keuntungan, amsaya 

lain: | 

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya atau tidak 

terdapat potensi keuntungan, 

b. kegiatan sosial, | 

c. kegiatan keagamaan, 

d. kegiatan kemanusiaan, 

e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan 

f. kegiatan lainnya yang memenuhi kreteria sosial. 

Pasal 18 

(-) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kategori I, meliputi: 

1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi, 

2. Badan Usaha Milik Negara, 
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3. Badan Usaha Milik Daerah; 

4. Badim hukum yang dimiliki negara; dan 

5. Lem baga pendidikan asing. 

b. Kategori I I , meliputi: 

1. Yaygisan; 

2. Kopeirasi; 

3. Lembaga Pendidikan Formal; dan 

4. Lembaga Pendidikan Non Formal. 

c. Kategori I I I , meliputi: 

1. Lem baga sosial; 

2. Lembaga kemanusiaan; 

3. Lembaga keagamaan; dan 

4. Unit penunjang kegiatan penyelenggargiart pemerintahany'negara. 

(2; Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ban s 

didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

(31 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan 

penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa. 

Pasal 19 

( l l Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( i ) 

huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang meny elenggarakan 

pendidikan di Indonesia. 

(21 Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasial 18 ayat ( .) 

huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta 

maupun milik pemerintah/negara, meliputi: 

a. lembaga pendidikan anak usia dini ormal; 

b. lembaga pendidikan dasar; 

c. lembaga pendidikan menengab; 

d. lembaga pendidikan tinggi. 

(3j Lembaga pendidikan non formal sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (1) buruf b angka 4 meliputi: 

a. lembaga kursus; 

b. lembaga pelatiban; 

c. kelompok belajar; 

e. pusat kegiatan belajar masyarakat; 

f. majelis taklim; dan 

g. satuan pendidikan yang sejenis. 

D.AE 
JGKAT 
RAH 
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(2) 
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(1) 

(2) 

(3| 

3 1D 

3. Badan Usaha Milik Daerah, 

4. Badan hukum yang dimiliki negara, dan 

5. Lembaga pendidikan asing. 

b. Kategori II, meliputi: 

1. Yayasan, 

2. Koperasi, 

3. Lembaga Pendidikan Formal, dan 

4. Lembaga Pendidikan Non Formal. 

c. Kategori III, meliputi: 

1. Lembaga sosial, 

2. Lembaga kemanusiaan, 

3. Lembaga keagamaan, dan 

4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraart pemerintahan) negara. | 

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan 

penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa. 

Pasal 19 

Lembaga pendidikan asing sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan 

pendidikan di Indonesia. 

Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta 

maupun milik pemerintah/negara, meliputi: 

a. lembaga pendidikan anak usia dini ormal, 

b. lembaga pendidikan dasar, 

c. lembaga pendidikan menengah, 

d. lembaga pendidikan tinggi. 

Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (1) huruf b angka 4 meliputi: 

a. lembaga kursus, 

b. lembaga pelatihan, 

c. kelompok belajar, 

e. pusat kegiatan belajar masyarakat, 

f. majelis taklim, dan 

g. satuan pendidikan yang sejenis. 
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(4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) buruf c angka 1, angka 2 

dan anglca 3, termasuk lembaga intemasional dan/atau asing yang 

menyeleniggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan ĉ i 

Indonesia. 

Pasal 20 

(1) Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalaiji 

Pasal 16 ayat (3) buruf a sebesar 100 % (seratus persen). 

(2) Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan non bisnis sebagaimang. dimaksud 

dalam Pavsal 16 ayat (3) buruf b ditetapkan sebagai berikut: 

a. Kategori 1 sebesar 50 % (lima pulub persen); 

b. Kategori II sebesar 40% (empat pulub persen); dan 

c. Kategori 111 sebesar 30% (tiga pulub persen). 

(3j Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan Sosial sebagaimana dimaksud dalarji 

Pasal 16 giyat (3) buruf c ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kategori 1 sebesar 10 % (sepulub persen); 

b. Kategori 11 sebesar 5% (lima persen); dan 

c. Kategori 111 sebesar 5% (lima persen). 

(4) Besaran faktor penyesuaigin Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) buruf c ditetapkan sebagai ber ikut: 

a. Per tabun sebesar 100% (seratus persen); 

b. Per bukin sebesar 130% (seratus tiga pulub persen); 

c. Per ban sebesar 160% (seratus enam pulub persen); 

d. Per jam sebesar 190% (seratus sembilan pulub persen). 

Paragraf Kelima 

Pembayaran Sewa 

Pasal 21 

(1) Hasil sewa tajnab dan/atau bangunan merupakan penerimaan daerab dan 

selurubn>a wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerab. 

(2) Penyetoran uang sewa paling lambat 2 (dua) bari kerja sebelum 

ditandatanganinya perjanjian sewa. 

(3) Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dajjat dilakukah 

dengan cara pembayaran kepada bendabara penerima atau menyetorkai 

langsung ke rekening Kas Umum Daerab. 

PERAF 
DAE 

IGKAT 
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KABAG 
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(4) 

(2) 

(3 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 

dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang 

menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di 

Indonesia. 

Pasal 20 

Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (3) huruf a sebesar 100 Yo (seratus persen). 

Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kategori I sebesar 50 Yo (lima puluh persen), 

b. Kategori II sebesar 40Y6 (empat puluh persen), dan 

c. Kategori III sebesar 30Y6 (tiga puluh persen). 

Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kategori I sebesar 10 Yo (sepuluh persen), 

b. Kategori II sebesar 5Y6 (lima persen), dan 

c. Kategori III sebesar 5Y6 (lima persen). 

Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut : 

a. Per tahun sebesar 100”6 (seratus persen), 

b. Per bulan sebesar 130Y6 (seratus tiga puluh persen), 

c. Per hari sebesar 1606 (seratus enam puluh persen), 

d. Per jam sebesar 190”o (seratus sembilan puluh persen). 

Paragraf Kelima 

Pembayaran Sewa 

Pasal 21 

Hasil sewa tanah dan/atau bangunan merupakan penerimaan daerah dan 

seluruhnya wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah. 

Penyetoran uang sewa paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum. 

ditandatanganinya perjanjian sewa. 

Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

dengan cara pembayaran kepada bendahara penerima atau menyetorkan 

langsung ke rekening Kas Umum Daerah. 
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(4) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dibuktikan dengan menyerabkan bukti setor. 

Paragraf Keenami 

Perjanjian Sewa 

Pasal 22 

(1) Penyewaaii tanab dan/atau bangunan dituangkan dalam peijanjian sew^ 

paling sedikit memuat: 

a. dasar piirjanjian; 

b. para pihak yang terkait dalam perjanjian; 

c. jenis, luas, jangka waktu dan besaran sewa; 

d. peruntukan sewa, termasuk jenis kegiatan usaba; 

e. bak dan kewajiban para pibak; dan 

f. tanggungjawab biaya pemelibaraan selama jangka waktu sewa. 

(2) Penandat£.nganan perjanjian sewa ditandatangani oleb penyewii dan: 

a. Wali kota untuk Barang Milik Daerab yang ada pada pengelola barang 

dengan nilai sewa diatas Rp. 100.000.000,- (seratus ju ta rupiab)/tabun; 

b. Pengelola barang dengan nilai sewa sampa:. Rp. 100.000.000,- (seratus jutk 

rupiab) / tabun atau Barang Milik Daerab yang ada pada peng;guna barang 

dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima pulub ju ta rupiab)/tabun; dan 

c. Pengguna Barang dengan nilai sewa sampai dengan Rp.50.000.000,-(lim^ 

pulub ju ta rupiab)/tabun. 

(3) Penandata.nganan perjanjian sewa dilakukan diatas kertas bermaterai. 

Paragraf Ketujub 

Pengakbiran Sew£i 

Pasal 23 

p ) Sewa berakbir apabila: 

a. berakhimya jangka waktu sewa; 

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjkin yang ditindaklajuti dengaiji 

pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau pengelola barang; 

c. WalikotJi atau Pengelola barang mencabut persetujuan sewa dalam rangk^ 

pengaw£isan dan pengendalian; dan 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyewa berkewajiban menyerabkan tanab dan/atau bangunan pada saat 

berakbim3'a sewa dalam keadaan baik. 

''''n^v^^'' ^S?nS A S I S T E N S E K D A D / L E R A H H U K U M .   

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

- 1 

Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor. 

Paragraf Keenam 

Perjanjian Sewa 

Pasal 22 

Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa 

paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian, 

b. para pihak yang terkait dalam perjanjian, 

c. jenis, luas, jangka waktu dan besaran sewa, 

d. peruntukan sewa, termasuk jenis kegiatan usaha: 

e. hak dan kewajiban para pihak, dan 

f. tanggungjawab biaya pemeliharaan selama jangka waktu sewa. 

Penandatanganan perjanjian sewa ditandatangani oleh penyewa dan: 

a. Wali kota untuk Barang Milik Daerah yang ada pada pengelola barang 

dengan nilai sewa diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/tahun: | 

b. Pengelola barang dengan nilai sewa sampa: Rp.100.000.000,- (seratus juta 

rupiah)/ tahun atau Barang Milik Daerah yang ada pada pengguna barang 

dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/ tahun, dan 

c. Pengguna Barang dengan nilai sewa sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima 

puluh juta rupiah)/tahun. 

Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan diatas kertas bermaterai. 

Paragraf Ketujuh 

Pengakhiran Sewa 

Pasal 23 

Sewa berakhir apabila: 

a. berakhirnya jangka waktu sewa, 

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklajuti dengan 

pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau pengelola barang, 

c. Walikota atau Pengelola barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian, dan 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah dan/atau bangunan pada saat 

berakhirnya sewa dalam keadaan baik. 
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(3) Penyerahjm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita 

acara senib terima. 

(4) Penandatanganan berita acara serab terima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan setelab dilakukan pengecekan guna memastikan 

kelayakan. kondisi objek sewa dan semua kewajiban penyewa dipenubi. 

BAB IV 

Kerja Sama Pemanfaatan 

Paragraf Kesatu 

Kriteria Kerja Sama Pemanfaatan 

Pasal 24 

(1) KSP dengan pibak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan day^ 

guna dan basil guna dan/atau meningkjitkan penerimaan pendapatai 

daerab. 

(2) KSP dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia danla 

dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biay i 

operasionid, pemelibaraan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap 

objek yang dikerjasamakan. 

(3) Pemilihan mitra KSP dilaksanakan secara terbuka, memperoleb manfaalt 

yang optimal bagi daerab dan sekurang-kurangnya diikuti oleb 3 (tig4) 

peserta. 

(4) Penunjukfin langsung mitra KSP yang bersifat kbusus dilaksianakan oleh 

pengelola barang atau pengguna barang terhadap Badan Usaba Mililc 

Negara/Dfierab yang memiliki bidang dan/atau wilayab kerja tertentu sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Mitra KSP barus membayar kontribusi telap dan kontribusi pembagiab 

keuntungEin sebagai penerimaan daerab yang disetor langsung; ke rekening 

Kas Umum Daerab. 

Pasal 25 

(1) Pengelola Barang dapat melaksanakan KSP setelab mendapat persetujuaiji 

Wali kota. 

(2) Pengguna Barang dapat melaksanakan KSP setelab mendapat persetujuaiji 
I 

Pengelola Barang dengan pertimbangan Wali kota. 

(3) Selama jangka waktu kerjasama, Mitra KSF* tidak dapat dimohonkan Hal^ 

Guna Bangunan kecuali atas ijin tertulis dan Walikota. 
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Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita 

acara serah terima. 

Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan setelah dilakukan pengecekan guna memastikan 

kelayakan. kondisi objek sewa dan semua kewajiban penyewa dipenuhi. 

BAB IV 

Kerja Sama Pemanfaatan 

Paragraf Kesatu 

Kriteria Kerja Sama Pemanfaatan 

Pasal 24 

KSP dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya 

guna dan hasil guna dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan 

daerah. 

KSP dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana 

dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk meraenuhi biaya 

operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap 

objek yang dikerjasamakan. 

Pemilihan mitra KSP dilaksanakan secara terbuka, memperoleh manfaat 

yang optimal bagi daerah dan sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) 

peserta. 

Penunjukan langsung mitra KSP yang bersifat khusus dilaksanakan oleh 

pengelola barang atau pengguna barang terhadap Badan Usaha Milik 

Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap dan kontribusi pembagian 

keuntungan sebagai penerimaan daerah yang disetor langsung ke rekening 

Kas Umum Daerah. 

Pasal 25 

Pengelola Barang dapat melaksanakan KSP setelah mendapat persetujuan 

Wali kota. 

Pengguna Barang dapat melaksanakan KSP setelah mendapat persetujuan 

Pengelola Barang dengan pertimbangan Wali kota. 

Selama jangka waktu kerjasama, Mitra KSP tidak dapat dimchonkan Hak 
| 

Guna Bangunan kecuali atas ijin tertulis dari Walikota. 
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(4) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaba Milik Daerab; dan 

c. Swasta kecuali perseorangan. 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu KS P 

Pasal 26 

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga pulub) tabun sejak perjanjian 

waktu KSP paling lama 50 (lima pulub) tabun sejak perjanjian K S ] ' 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(3) Perpanjangan jangka waktu KSP dilakukan mitra KSP dengan cara 

mengajukfin persetujuan permohonan perpanjangan paling lambat 2 (dua) 

I tabun sebedum jangka waktu berakbir. 

(4) Perpanjangan jangka waktu KSP dilaksanaka n dengan pertimb£ingan: 

a. sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi 

i penyelenggaraan pemerintahan daerab; dan 

b. selama pelaksanaan KSP, mitra mematubi peraturan dan perjanjian. 

(1) KSP atas tanab dan/atau bangunan dapat dilakukan berdasarkan: 

a. inisiatif Wali kota yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi; atau 

b. permohonan pibak lain. 

2) Inisiatif Willi kota dapat berasal dari rencanei kebutuhan yang disampaikan 

oleb Pengguna Barang/Kuasa pengguna barang. 

(3) Dalam pekiksanaan KSP Pengelola barang/Pengguna barang membentuk tim 

dan penilai. 

(4) Pelaksana pemilihan mitra KSP pada Pengelola Barang/Pengyyuna Barang 

terdiri dari Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Panitia pemilihan. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam bal KSP dilakukan untuk penyediaan infrasetruktur jangka 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaari KSP 

Pasal 27 

PERfVNGKAT KABAG ASISTEN S E K D A   
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(4) 
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(4) 

(5) 
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Pihak yang dapat menjadi mitra KSP meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara, 

b. Badan Usaha Milik Daerah: dan 

c. Swasta kecuali perseorangan. 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu KSP 

Pasal 26 

Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam hal KSP dilakukan untuk penyediaan infrasetriktur jangka 

waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

Perpanjangan jangka waktu KSP dilakukan mitra KSP dengan cara 

mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan paling lambat 2 (dua) 

tahun sebelum jangka waktu berakhir. 

Perpanjangan jangka waktu KSP dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a.sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan 

b. selama pelaksanaan KSP, mitra mematuhi peraturan dan perjanjian. 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan KSP 

Pasal 27 

KSP atas tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan berdasarkan: 

a. inisiatif Wali kota yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi, atau 

b. permohonan pihak lain. 

Inisiatif Wali kota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan 

oleh Pengguna Barang/Kuasa pengguna barang. 

Dalam pelaksanaan KSP Pengelola barang/ Pengguna barang membentuk tim 

dan penilai. 

Pelaksana pemilihan mitra KSP pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang 

terdiri dari Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Panitia pemilihan. 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 
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Pasal 28 

(11 Permohonan dari pihak lain sebagimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

buruf b diusulkan kepada Walikota. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. latar belakang permohonan; 

b. rencanfi peruntukan KSP; 

c. jangka waktu KSP; dan 

d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontiibusi pembagian keuntungan 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 

a. proposal rencana usaba KSP; 

b. data tanab dan/atau bangunan yang menjadi objek KSP; 

c. data pemobon meliputi: 

1. nama; 

2. alamat; 

3. NPWP; 

4. bentuk kelembagaan; 

5. jenis kegiatan usaba; 

6. fotokopi Akta pendirian; dan 

7. fotokopi surat ijin usaba atau sejenisnya untuk calan mitra KSP 

berbrmtuk badan bukum/badan usaba 

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP antara lain: 

1. renc£ina tata ruang wilayab; dan 

2. siteplan. 

(1) Calon mitr a KSP, dalam pemilihan Mitra KSF berkewajiban memenuhi 

persyaratan: 

a. kualifikasi administrasi meliputi; 

1. berbtmtuk badan bukum; 

2. memdiki NPWP; 

3. membuat surat fakta integritas; 

4. menjampaikan dokumen penawaran beserta pendukungnya; dan 

5. memJiki domisili tetap dan alamat jelas. 

b. kualifikasi teknis meliputi: 

1. caka]3 menurut hukum; 

dari KSP 

Pasal 29 
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Pasal 28 

(1) Permohonan dari pihak lain sebagimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

huruf b diusulkan kepada Walikota. 

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. latar belakang permohonan: 

b. rencana peruntukan KSP: | 

c. jangka waktu KSP, dan 

d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan 

dari KSP 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilengkapi dengan : 

a. proposal rencana usaha KSP, 

b. data tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek KSP, 

c. data pemohon meliputi: 

1. nama, 

2. alamat, 

3. NPWP, 

4. bentuk kelembagaan, 

5. jenis kegiatan usaha, 

6. fotokopi Akta pendirian, dan 

7. fotokopi surat ijin usaha atau sejenisnya untuk calan mitra KSP 

berbentuk badan hukum/badan usaha. 

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP antara lain: 

1. rencana tata ruang wilayah, dan 

2. siteplan. 

Pasal 29 

(1) Calon mitra KSP, dalam pemilihan Mitra KSP berkewajiban mernenuhi 

persyaratan: 

a. kualifikasi administrasi meliputi, 

1. berbentuk badan hukum, 

2. memiliki NPWP, 

3. memobuat surat fakta integritas, 

4. menyampaikan dokumen penawaran beserta pendukungnya, dan 

5. memiliki domisili tetap dan alamat jelas. 

b. kualifikasi teknis meliputi: 

1. cakap menurut hukum, 
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2. tidak masuk dalam daftar hitam pada piengadaan barang/jasa 

pemiirintah; 

3. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial; 

dan 

4. memiliki SDM, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan 

dalam pelaksanaan KSP 

(2) Pemilihan mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali yang bi^rsifat 

khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. 

(3) Tahapan tender meliputi: 

a. pengumuman; 

b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran 

d. pembukaan dokumen; 

e. penelitian kualifikasi; 

f. pemanggilan peserta calon mitra; 

g. pelaksanaan tender; dan 

h. pengusulan calon mitra KSP. 

Pasal 30 

(1: Panitia pemilihan Mitra KSP menyatakan tender gagal apabila: 

a. peserta calon mitra KSP kurang dari 3 (tiga); 

b. tidak terdapat peserta calon mitra KSP yang lulus kualifikasi; 

c. ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak; sebat; dan 

d. calon rriitra mengundurkan diri 

(2) Dalam keadaan tender gagal, peserta calon raitra tidak diberikEin ganti rugi 

(3) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila tender dinyatakan gag^l 

atau peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) pesertaj. 

(4) Terhadap tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman 

ulang di media massa nasional dan website I'emerintab Daerah.. 

Pasal 31 

(1) Dalam hsd setelab dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksujd 

dalam Pasal 30 ayat (4), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang 

terdiri atas 2 (dua) orang peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender 

ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung. 
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2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 

pemerintah, 

3. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial, 

dan 

4. memiliki SDM, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan 

dalam pelaksanaan KSP 

Pemilihan mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali yang bersifat 

khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. 

Tahapan tender meliputi: 

a. pengumuman, 

b. pengambilan dokumen: 

c. pemasukan dokumen penawaran 

d. pembukaan dokumen, 

e. penelitian kualifikasi, 

f. pemanggilan peserta calon mitra, 

g. pelaksanaan tender, dan 

h. pengusulan calon mitra KSP. 

Pasal 30 

Panitia pemilihan Mitra KSP menyatakan terider gagal apabila: 

a. peserta calon mitra KSP kurang dari 3 (tiga),   
b. tidak terdapat peserta calon mitra KSP yang lulus kualifikasi, 

c. ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak sehat, dan 

d.calon rritra mengundurkan diri 

Dalam keadaan tender gagal, peserta calon rnitra tidak diberikan ganti rugil 

Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila tender dinyatakan gagal 

atau peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta. 

Terhadap tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman 

ulang di media massa nasional dan website Pemerintah Daerah. 

Pasal 31 

Dalam hal setelah dilakukan pengumumar: ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (4), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang 

terdiri atas 2 (dua) orang peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender 

ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung. | 
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(2) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 

(dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang. 

(3) Seleksi langsung terdiri atas pembukaan dokumen penawaran dan 

pengusukin calon mitra KSP kepada pengelola barang/pengguna barang. 

(4) Tahapan proses seleksi langsung meliputi: 

a. pengumuman; 

b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran 

d. pembukaan dokumen; 

e. penelitkin kualifikasi; 

f. pemanggilan peserta calon mitra; 

g. pelaksaiiaan tender; dan 

h. pengusulan calon mitra KSP. 

Pasal 32 

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasial 30 ayat (4), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulanq 

terdiri atas 1 (satu) orang peserta, maka panitia pemilihan menyatakaiji 

tender ulang gagal dan selanjutnya melakukjin penunjukan langsung. 

(2) Penunjuk£m langsung dilakukan dengan 1 (satu) calon mitra yang mengikulji 

tender ulang sebagaimana dimaksud pada ajat (1). 

(3) Proses tahapan penunjukan langsung meliputi: 

a. pengumuman; 

b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran; 

d. pembukaan dokumen; 

e. penelitiain kualifikasi; 

f. pemajigj^ilan peserta calon mitra; 

g. pelaksanaan tender; dan 

h. pengusulan calon mitra KSP. 

Paragraf Keempat 

Kontribusi tetap dan pembagian Keuntungan 

Pasal 33 

(1) Mitra KSP berkewajiban menyetorkan: 

a. kontribusi tetap; dan 
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Seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 

(dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang. 

Seleksi langsung terdiri atas pembukaan dokumen penawaran dan 

pengusulan calon mitra KSP kepada pengelola barang/pengguna barang. 

Tahapan proses seleksi langsung meliputi: 

a. pengumuman, 

b. pengambilan dokumen, 

Cc. pemasukan dokumen penawaran 

d. pembukaan dokumen, 

e. penelitian kualifikasi, 

f. pemanggilan peserta calon mitra: 

g. pelaksanaan tender, dan 

h. pengusulan calon mitra KSP. 

Pasal 32 

Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (4), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang 

terdiri atas 1 (satu) orang peserta, maka panitia pemilihan menyatakan 

tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung. 

Penunjukan langsung dilakukan dengan 1 (satu) calon mitra yang mengikuti 

tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Proses tahapan penunjukan langsung meliputi: 

a. pengumuman, 

b. pengamo»ilan dokumen, 

c. pemasukan dokumen penawaran, 

d. pembukaan dokumen, 

e. penelitian kualifikasi, 

f. pemanggilan peserta calon mitra, 

g. pelaksanaan tender, dan 

h. pengusulan calon mitra KSP. 

Paragraf Keempat 

Kontribusi tetap dan pembagian Keuntungan 

Pasal 33 

Mitra KSP berkewajiban menyetorkan: 

a. kontribusi tetap, dan 
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b. kontribusi pembagian keuntungan 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ay£it (1) dilakukan setiap tahun 

selama jangka waktu KSP. 

(3) Walikota menetapkan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

sebagaimima dimaksud pada ayat (1). 

(4) Besaran kiontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkiin dari basil 

perhitungan tim yang dibentuk oleb Walikota dan/atau mempertimbangka^ 

basil penilaian. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

Pasal 34 

(11 Perhitungan kontribusi tetap merupakan basil perkalian dari: 

a. besaran prosentasi kontribusi tetap; dan 

b. nilai wajar tanab dan/atau bangunan yang menjadi objek KS'.P. 

(2) Walikota menetapkan besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud padla 

ayat (1) buruf a dari basil perhitungan Tim dan/atau mempcjrtimbangkajn 

basil penilaian. 

(3) Nilai wajar tanab dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) buruf b berdasarkan basil penilaian oleb penilai Pemerintati Daerab ata|u 

penilai publik. 

(4| Apabila tcTdapat nilai tanab dan/atau bangunan berbeda dengan nilai waj^r 

basil penilaian sebagamana dimaksud pada ayat (3), maka yang digunakajn 

nilai wajar basil penilai oleb penilai Pemerintah Daerab atau penilai publik 

Pasal 35 

(1| Besaran prosentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3|' 

ayat (1) buruf a meningkat setiap tabun, berdasarkan kontribusi tetap tabujn 

pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi. 

(2) Besaran peningkatan prosentase kontribusi tetap ditetapkan diilam 

persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP. 

j Pasal 36 

(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan mempertimbangkan: 

a. nilai investasi Pemerintah Daerab didasaikan pada nilai wajar tanab dan 

atau bangunan yang menjadi objek KSP; 
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b. kontribusi pembagian keuntungan | 

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun | 

selama jangka waktu KSP. | 

Walikota menetapkan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan dari hasil 

perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota dan/atau menperintbangkah 

hasil penilaian. | 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

Pasal 34 

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: 

a. besarari prosentasi kontribusi tetap, dan 

b. nilai wajar tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek KSP. 

Walikota menetapkan besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dari hasil perhitungan Tim dan/atau mempertimbangkan 

hasil penilaian. 

Nilai wajar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b berdasarkan hasil penilaian oleh penilai Pemerintah Daerah atau   penilai publik. 

Apabila terdapat nilai tanah dan/atau bangunan berbeda dengan nilai batin 

hasil penilaian sebagamana dimaksud pada ayat (3), maka yang digunakan 

nilai wajar hasil penilai oleh penilai Pemerintah Daerah atau penilai publik. 

Pasal 35 

Besaran prosentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, berdasarkan kontribusi tetap tahun 

pertama dengan memperhatikan estimasi tirigkat inflasi. 

Besaran peningkatan prosentase kontribusi tetap ditetapkan dalam 

persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP. 

Pasal 36 

Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan mempertimbangkan: 

a. nilai investasi Pemerintah Daerah didasarkan pada nilai wajar tanah dan 

atau bangunan yang menjadi objek KSP, 
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b. nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi investasi dalam 

proposal; dan 

c. resiko yang ditanggung mitra KSP. 

(2) Walikota menetapkan perhitungan pembagian keuntungan sebagaimank 

dimaksud pada ayat (1) dari hasil perhitungan tim berdasarkan dan/atau 

pertimbangan hasil penilaian. 

(3) Apabila mitra KSP untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Umuri 

Milik Negara/Daerab, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapka i 

paling tinggi 70% (tujub pulub persen) dari peiitungan tim KSP. 

(4) Penetapar; kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi keuangan Eladan Umur i 

Milik Negara/Daerab dari analisis kelayakan bisnis KSP. 

Paragraf Kelima 

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

Pasal 37 

(1) Pembayanin kontribusi tetap tahun pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) 

hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. 

(2) Pembayarfin kontribusi tetap untuk tabun berikutnya disetor pialing lambat 

sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian sampai berakhimya 

perjanjian KSP. 

(3) Pembayanm pembagian keuntungan disetoi' tiap tahunnya paling lambat 

dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian KSP. 

(4) Pembayanm kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor ke rekening Kas Umum 

Daerab. 

(5) Pembayar£m sebagaimana dimaksud pada aj^at (4) dibuktikan dengan bukl i 

setor. 

! Paragraf Keenam 

\ Perjanjian KSP 
i 

Pasal 38 

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjifin KSP antara: 

a. Wgdikobi untuk tanab dan/atau bangunan yang ada pada pengelol^. 

barang; atau 

b. Pengelola Barang untuk tanab dan/atau bangunan yang ada padb 

pengguna barang dengan mitra KSP setelab terbitnya keputusaiji 

pelaksanaan KSP oleb Walikota. 
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b.nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi investasi dalam 

proposal, dan 

Cc. resiko yang ditanggung mitra KSP. 

Walikota menetapkan perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dari hasil perhitungan tim berdasarkan dan/atau 

pertimbangan hasil penilaian. 

Apabila mitra KSP untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Umum 

Milik Negara/ Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan 

paling tinggi 70Yo (tujuh puluh persen) dari peritungan tim KSP. 

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi keuangan Fadan Umum 

Milik Negara/Daerah dari analisis kelayakan bisnis KSP. 

Paragraf Kelima 

Perabayaran Kontribusi Tetap dan Pernbagian Keuntungan 

Pasal 37 

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) 

hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. 

Pembayaran kontribusi tetap untuk tahun berikutnya disetor paling lambat 

sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian sampai berakhirnya 

perjanjian KSP. 

Pembayaran pembagian keuntungan disetor tiap tahunnya paling lambat 

dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian KSP. 

Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor ke rekening Kas Umum 

Daerah. 

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan bukti 

setor. 

Paragraf Keenam 

Perjanjian KSP 

Pasal 38 

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara: 

a. Walikota untuk tanah dan/atau bangunan yang ada pada pengelola 

barang, atau 

b. Pengelola Barang untuk tanah dan/atau bangunan yang ada pada 

pengguna barang dengan mitra KSP setelah terbitnya keputusan 

pelaksanaan KSP oleh Walikota. 
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(2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memual 

a. dasar perjanjian; 

b. identitas para pibak; 

c. objek KSP; 

d. basil KSP; 

e. peruntukan KSP; 

f. jangka waktu KSP; 

g. besaran kontribusi tetap dan pembagian euntungan; 

b. bak dan kewajiban para pibak; 

i . ketentuan berakbimya KSP 

j . sanksi; dan 
i 

k. penyelesaian perselisiban. 

(3) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

bentuk Akta Notaris. 

(4) Penandatanganan KSP dilakukan setelab mitra KSP menyampadkan bukti 

setor pembayaran kontribusi tetap tabun peirtama. 

Paragraf Ketujub 

Berakbimya KSP 

Pasal 39 

(1) KSP berakbir dalam bal: 

a. berakbimya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 

b. pengakliiran perjanjian sepibak oleb Walikota atau pengelola barang; 

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Paling lambat 2 (dua) tabun sebelum jangka waktu KSP berakbir, mitra KS 

barus melaporkan akan mengakbiri KSP. 

(3) Berdasarl<:an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota ataju 

Pengelola Barang meminta auditor indepimden/aparat pengawas inter i 

pemerintab untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP. 

(4) Serab terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakbimya 

jangka waktu KSP yang dituangkan dalam Berita Acara Serab Terima. 

Pasal 40 

(1) Pengakbiran perjanjian KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 

(1) buruf b dapat dilakukan dalam bal: 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM AStSTEN S E K D /   

- 22 - 

(2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian, | 

b. identitas para pihak, 

c. objek KSP, 

d. hasil KSP: 

e. peruntukan KSP, 

f. jangka waktu KSP, 

g. besaran kontribusi tetap dan pembagian euntungan, 

h. hak dan kewajiban para pihak: 

i. ketentuan berakhirnya KSP 

j. sanksi, dan 

k. penyelesaian perselisihan. 

(3) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

bentuk Akta Notaris. 

(4) Penandatanganan KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti 

setor pembayaran kontribusi tetap tahun pertama. 

Paragraf Ketujuh | 

Berakhirnya KSP | 

Pasal 39 | 

(1) KSP berakhir dalam hal: | 

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian, | 
  

b. pengakhiran perjanjian sepihak oleh Walikota atau pengelola barang, | 

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra KSP 

harus melaporkan akan mengakhiri KSP. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota atau 

Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawas intern 

pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP. 

(4) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya 

jangka waktu KSP yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

Pasal 40 

(1) Pengakhiran perjanjian KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 

(1) huruf b dapat dilakukan dalam hal: 
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a. tidak membayar kontribusi tetap atau pembagian keuntungein selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; dan 

b. tidak miemenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP. 

(2) Pengakhiran secara sepihak oleh Walikota atau Peng(;lola baranig 

dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitija 

KSP. 

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimanla 

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) bari kalendef, 

Wali kota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran kedua. 

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimanla 

dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) bari kalender, 

Wali kota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran ketiga. 

(5; Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimanla 

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) bari kalendej", 

Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakbiran KSP. 

[6] Mitra KSP barus menyerabkan objek KSP kepada Walikota atau pengelolla 

Barang dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) bari setelab menerima sur^t 

pengakbiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

BAB V 

B G S / B S G 

Paragraf Kesatu 

Kriteria B G S / B S G 

Pasal 41 

(1) BGS/BSCr dilaksanakan dengan pertimbangkan: 

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fa silitas bati 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerab untuk pelayanan umum dalam 

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedianya atau tidak cukup tf;rsedia dana dakim Anggarajn 

Pendapatan dan Belanja Daerab Kota gorontalo untuh: penyediaan 

bangunan dan fasilitas tersebut. 

(2) Bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian B G S / B S G barus dilengkapi 

dengan ijin mendirikan bangunan (1MB) atas; nama Pemerintah Daerab. 

(3) B G S / B S G sebagaimana dimaksud pada ayat; (1) dilaksanakan oleb Pengelolja 

Barang setelab mendapat persetujuan Walikota. 
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a. tidak membayar kontribusi tetap atau pembagian keuntungan selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP, dan | 

b. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP. | 

(2! Pengakhiran secara sepihak oleh Walikota atau Pengelola bararie 

dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra 

KSP. 

(3: Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, 

Wali kota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran kedua. 

(4: Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaim a 

dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender, 

Wali kota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran ketiga. | 

(5! Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalajde, 

Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KS 

(6, Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Walikota atau pengelo | 

Barang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima dor 

pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

BAB V | 
| 

BGS/BSG 

Paragraf Kesatu | 

Kriteria BGS/BSG 

Pasal 41 | 

(1) BGS/BSG dilaksanakan dengan pertimbangkan: | 

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan umum dalarn 

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan | 

b.tidak tersedianya atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaraf 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota gorontalo untuk penyediaan 

bangunan dan fasilitas tersebut. 

(21 Bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian BGS/BSG harus dilengkapi 

dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah. 

(3! BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 

Barang setelah mendapat persetujuan Walikota. 
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(4) Penerimacin hasil B G S / B S G merupakan penerimaan daerah yapg 

berkewajilaan disetor ke Kas Umum Daerab. 

(5) Penetapan status penggunaan sebagai basil pelaksanaan B G S / B S G 

dilaksanakan oleb Walikota dalam penyeienggaraan tugas dan fungsi 

Organisasi Perangkat Daerab. 

(6) Dalam jangka waktu pengoperasian B G S / B S G , paling sedikit 10% (sepulun 

persen) dari basil B G S / B S G barus digunakan langsung oleb penggunja 

barang un tuk penyelenggaraan tugas dan fu^igsi Pemerintahan Daerab. 

Pasal 42 

(1) Hasil pelaksanaan BGS/BGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 

(5) yaitu bangunan beserta fasilitasnya yang telah diserahkan oleb mitr a, 

setelab berakbimya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS dan setelah 

selesainya pembangunan untuk BSG . 

(2) Mitra B G S / B S G yang telab ditetapkan, selama jsingka waktu 

pengoperasian tidak menjaminkan, menggadaikan atau 

memindahtangankan tanab yang menjadi objek B G S / B S G dan basil BGS . 

(3) Objek B G S / B S G meliputi Barang Milik Daenib berupa tanab yang berada 

pada pengelola barang atau pengguna barang. 

(4) Pibak yang dapat melakukan B G S / B S G yaitu pengelola barang 

(5) Pibak yang dapat menjadi mitra KSP meliputi: 

a. Badan Usaba Milik Negara; 

b. Badan Usaba Milik Daerab; 

c. Swasta j<ecuali perseorangan; dan/atau 

d. Badan bukum lainnya. 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu B G S / B S G 

Pasal 43 

Jangka waktu B G S / B S G paling lama 30 (tiga pulub) tabun sejak pcirjanjian 

ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang. 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan B(aS/BSG 

Pasal 44 

(1) Pemilihan mitra B G S / B S G dilaksanakan melalui tender. 

2) B G S / B S G dapat dilakukan berdasarkan: 
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(4) Penerimaan hasil BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang 

berkewajiban disetor ke Kas Umum Daerah. 

(5) Penetapan status penggunaan sebagai hasil pelaksanaan BGS/BSG 

dilaksanakan oleh Walikota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Organisasi Perangkat Daerah. 

(6) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10Y6 (sepuluh 

persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh pengguna 

barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. 

Pasal 42 

(1) Hasil pelaksanaan BGS/BGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 

(5) yaitu bangunan beserta fasilitasnya yang telah diserahkan oleh mitra 

setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS dan setelah 

selesainya pembangunan untuk BSG. 

(2) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 

pengoperasian tidak menjaminkan, menggadaikan atau 

memindahtangankan tanah yang menjadi objek BGS/BSG dan hasil BGS. 

(3) Objek BGS/BSG meliputi Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada | 

pada pengelola barang atau pengguna barang. 

(4) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG yaitu pengelola barang. 

(5) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara, 

b. Badan Usaha Milik Daerah, 

Cc. Swasta kecuali perseorangan, dan/atau 

d. Badan hukum lainnya. 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu BGS/BSG 

Pasal 43 

Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang. 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG 

Pasal 44 

(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender. 

(2) BGS/BSG dapat dilakukan berdasarkan: 
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a. inisiatif Walikota yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau 

b. permobonan pibak lain; 

(3/ Inisiatif alikota dapat berasal dari rencana kebutuban yang disampaikan 

oleb Pengguna Barang. 
I 

(4; Dalam pelaksanaan B G S / B S G Pengelola barang dapat membentuk tim 

pemiliban. 

(5) Tim pemiliban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

Pasal 45 

(1) Permobonan dari pibak lain sebagimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 

buruf b di sampaikan kepada Walikota. 

(2) Permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. latar belakang permobonan; 

lb. rencana peruntukan BGS/BSG; 

c. jangka waktu B G S / B S G ; dan 

d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian. keuntunga^ 

dari B G S / B S G . 

(3) Permobon an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 

a. proposgJ rencana B G S / B S G ; 

b. data tanab yang menjadi objek B G S / B S G ; 

c. data pemobon meliputi: 

1. nama; 

2. alamiat; 

3. NPWP 

4. bentuk kelembagaan; 

5. jenis kegiatan usaba; 

6. fotokopi Akta pendirian; dan 

7. fotokopi surat ijin usaba atau sejenisnya untuk calon mitra BGS/BSG 

berbentuk badan hukum/badan usaha. 

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan B G S / B S G antara lain: 

1. rencana tata ruang wilayab; dan 

2. sitep lan 
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a. inisiatif Walikota yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau 

b. permohonan pihak lain, 

Inisiatif Walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan 

oleh Pengguna Barang. 

Dalam pelaksanaan BGS/BSG Pengelola barang dapat membentuk tim 

pemilihan. 

Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

Pasal 45 

Permohonan dari pihak lain sebagimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 

huruf b disampaikan kepada Walikota. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | 

a. latar belakang permohonan, 

b. rencana peruntukan BGS/BSG, 

c. jangka waktu BGS/BSG, dan | 

d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian. kevtolisah 

| 
dari BGS/BSG. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : 

a. proposal rencana BGS/BSG, 

b. data tanah yang menjadi objek BGS/BSG, 

c. data pemohon meliputi: 

1. nama, 

alamat, 

NPWP 

bentuk kelembagaan, 

jenis kegiatan usaha, 

fotokopi Akta pendirian, dan 

3 
DG 
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berbentuk badan hukum/badan usaha. 

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG antara lain: 

1. rencana tata ruang wilayah, dan 

2. siteplan 

fotokopi surat ijin usaha atau sejenisnya untuk calon mitra BGS/BSG 
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I Pasal 46 

( l l Dalam pimil ihan Mitra B G S / B S G , calon mitra B S G / B S G berkewajiba|n 

memenuhi persyaratan: 

a. kualifikasi administrasi meliputi; 

1. berbentuk badan bukum; 

2. memiliki NPWP; 

3. membuat surat fakta integritas; 

4. menyampaikan dokumen penawaran bf^serta pendukungnya; dan 

5. memiliki domisili tetap dan alamat jelas. 

b. kualifikasi teknis meliputi: 

1. cakap menurut bukum; 
i 

2. tidak masuk dalam daftar bitam pada pengadaan barang/jasja 

pemerintab; 

3. memiliki keablian, pengalaman, kemjimpuan teknis dan manajeria|l; 

dan 

4. memiliki SDM, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperluka^ 

dakim pelaksanaan B G S / B S G . 

(2] Tabapan tender sebagaimana dimaksud dalem Pasal 44 ayat (1) meliputi: 

a. pengumuman; 

b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran; 

d. pembulcaan dokumen; 

e. penelitian kualifikasi; 

f. pemanggilan peserta calon mitra; 

g. pelaksanaan tender; dan 

b. pengusulan calon mitra BGS/BSG . 

Pasal 47 

(1) Panitia pemiliban Mitra B G S / B S G menyatahan tender gagal apabila: 

a. peserta calon mitra B G S / B S G kurang dari 3 (tiga); 

b. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; 

c. ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak sebat; dan 
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Pasal 46 

(1| Dalam pemilihan Mitra BGS/BSG, calon mitra BSG/BSG berkewajiban 

memenuhi persyaratan: 

a. kualifikasi administrasi meliputi: 

1. berbentuk badan hukum: 

memiliki NPWP: 

membuat surat fakta integritas, 

menyampaikan dokumen penawaran beserta pendukungnya: dan 

memiliki domisili tetap dan alamat jelas. 

17 
Tn 
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b. kualifikasi teknis meliputi: 

1. cakap menurut hukum, 

| 
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 

| 

pemerintah, | 

3. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial, 

dan | 

4. merniliki SDM, modal peralatan dan fasilitas lain yang Uperiikan 

dalam pelaksanaan BGS/BSG. 

(2) Tahapan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi: 

a. pengumuman, 

b. pengambilan dokumen, 

c. pemasukan dokumen penawaran, 

d. pembukaan dokumen,   e. penelitian kualifikasi, 

f. pemanggilan peserta calon mitra, 

g. pelaksanaan tender, dan 

h. pengusulan calon mitra BGS/BSG. 

Pasal 47 

(11 Panitia pemilihan Mitra BGS/BSG menyatakan tender gagal apabila: 

a. peserta calon mitra BGS/BSG kurang dari 3 (tiga), 

b. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi, 

c. ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak sehat, dan 
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d. calon mitra mengundurkan diri. 

(2) Apabila t<;nder gagal, peserta calon mitra tidak diberikan ganti rugi. 

(3) Panitia pemiliban segera melakukan pengumuman ulang di media mas!^. 

nasional dan website Pemerintab Daerab, terbadap tender ulang. 

(4) Dalam tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat paling 

sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme 

tender. 

Pasal 48 

(1) Dalam tender ulang, peserta calon mitra yang mengikuti terdiii atas 2 (dua) 

peserta, maka panitia pemiliban menyatakan tender ulang gagal dan 

selanjutnya melakukan seleksi langsung. 

(21 Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tend(;r 

ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Seleksi langsung terdiri atas pembukaan doh:umen penawaran, negosiasi dan 

pengusulan calon mitra B G S / B S G kepada pengelola barang/pengguna 

barang. 

(4) Proses dalam tabapan seleksi langsung dilakukan seperti balnya proses 

tender seliagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). 

Pasal 49 

(1) Dalam hel setelab dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (3), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang 

terdiri atiis 1 (satu) peserta, maka panitia pemiliban menyatakan tender 

ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung. 

(2j Penunjukan langsung dilakukan dengan 1 (satu) calon mitra ysmg mengiku^ 

tender uking sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Proses tabapan penunjukan langsung dilakukan seperti balnya proses 

tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). 

Paragraf Keempat 

Kontribusi Tabuncin 

Pasal 50 

(1) Mitra BGS /BSG berkewajiban menyetorkan kontribusi tabunan yang disetc|r 

langsung ke kas umum daerab sebagai penerimaan daerab. 
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d.calon mitra mengundurkan diri. 

Apabila tender gagal, peserta calon mitra tidak diberikan ganti rugi. 

Panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa 

nasional dan website Pemerintah Daerah, terhadap tender ulang. 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4 

(1) 

(1) 

Dalam tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat paling 

sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme 

tender. 

Pasal 48 

Dalam tender ulang, peserta calon mitra yang mengikuti terdiri atas 2 (dua) 

peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ularig gagal al 

selanjutnya melakukan seleksi langsung. 

Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender 

ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Seleksi langsung terdiri atas pembukaan dokumen penawaran, negosiasi dan 

pengusulan calon mitra BGS/BSG kepada pengelola barang/pengguna 

barang. | 

Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses 

tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). 

Pasal 49 

Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud 
5 | 

dalam Pasal 47 ayat (3), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang 

terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender 

ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung. 

Penunjukan langsung dilakukan dengan 1 (satu) calon mitra yang mengikuti 

tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Proses tahapan penunjukan langsung dilakukan seperti halnya proses 

tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). 

Paragraf Keempat 

Kontribusi Tahunan 

Pasal 50 

Mitra BGS/BSG berkewajiban menyetorkan kontribusi tahunan yang disetor 

langsung ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah. 
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(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tabun 

selama ja ngka waktu BGS/BSG. 

(3) Besaran ]<ontribusi tabunan ditetapkan dar basil perbitungan tim yang 

dibentuk oleb Walikota dan/atau mempertimbangkan basil penilaian. 

(4) Besaran kontribusi tabunan dapat meningkat setiap tabun daai yang telab 

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 51 

(1) Perbitungan kontribusi tabunan merupakan basil perkalian dari besaraln 

prosentase kontribusi tabunan dengan nilai wajar tanab yang menjadi objek 

BGS/BSD. 

(2) Nilai wajar tanab dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) buruf b berdasarkan basil penilaian oleb penilai Pemerintab Daerab 

atau penilai publik. 

(3) Apabila bal usulan besaran kontribusi tabunan yang diajukein oleb calok 

mitra lebib besar dari perbitungan yang dilakukan penilai, besaran kontribusi 

tabunan yang ditetapkan dalam persetujuan dan dituangkan dalaip 

perjanjian adalab usulan besaran kontribusi dari calon mitra. 

Paragraf Kelima 

Pembayaran Kontribusi Tabunan 

Pasal 52 

(1) Pembayaran kontribusi tabunan pertama dilakukan paling lambat 2 (dual) 

bari kerja sebelum penandatanganan perjanjian B G S / B S G ke rekening Ka j 

Umum Daerab. 

(2) Pembayaran kontribusi tabunan untuk taitiun berikutnya disetor palink 

lambat sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian sampai berakbirny^ 

perjanjian BGS/BSG. 

(3) Pembayarcm kontribusi tabunan dibuktikan dengan bukti setor. 

Paragraf Keenam 

Perjanjian B G S / B S G 

Pasal 53 

(1) Pelaksanaan B G S / B S G dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani 

antara Walikota dengan mitra BGS/BSG. 
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Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun 

selama jangka waktu BGS/BSG. 

Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dar: hasil perhitungan tim yang 

dibentuk oleh Walikota dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. 

Besaran kontribusi tahunan dapat meningkat setiap tahun dari yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 51 

Perhitungan kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran 

prosentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar tanah yang menjadi objek 

BGS/BSD. 

Nilai wajar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b berdasarkan hasil penilaian oleh penilai Pemerintah Daerah 

atau penilai publik. 

Apabila hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon 

mitra lebih besar dari perhitungan yang dilakukan penilai, besaran kontribusi 

tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan dan dituangkan dalam 

perjanjian adalah usulan besaran kontribusi dari calon mitra. | 

Paragraf Kelima 

Pembayaran Kontribusi Tahunan 

Pasal 52 

Pembayaran kontribusi tahunan pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) 

hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG ke rekening Kas 

Umum Daerah. 

Pembayaran kontribusi tahunan untuk tahun berikutnya disetor paling 

lambat sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian sampai berakhirnya 

perjanjian BGS/BSG. | 

Pembayaran kontribusi tahunan dibuktikan dengan bukti setor. 

Paragraf Keenam 

Perjanjian BGS/BSG 

Pasal 53 

Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani 

antara Walikota dengan mitra BGS/BSG. 
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(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. identitas para pibak; 

c. objek B G S / B S G ; 

d. basil B G S / B S G ; 

e. peruntukan B G S / B S G ; 

f. jangka waktu B G S / B S G ; 

g. besarar; kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; 

b.bak dan kewajiban para pibak; 

i . ketentuan berakbimya B G S / B S G ; 

j . sanksi; dan 

k. penyelesaian perselisiban. 

(3) Perjanjian B G S / B S G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 

dalam bentuk Akta Notaris. 

(4) Penandat£inganan perjanjian dilakukan setelab mitra BGS/BS ( j 

menyampaikan bukti setor pembayaran kont ribusi tetap pertama. 

Paragraf Ketujub 

Berakbimya B G S / B S G 

Pasal 54 

(1) B G S / B S G berakbir dalam bal: 

a. berakbimya jangka waktu B G S / B S G sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian; 

b. pengakfiiran perjanjian sepibak oleb Walikota atau pengelola barang; dan 

c. ketentu.an lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) V/alikota ataili 

Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawas intern 

Pemerintab Daerab untuk melakukan audit atas pelaksanaan EIGS/BSG. 

(3) Serab terima objek B G S / B S G dilakukan paling lambat pada saat berakbimy^ 

jangka waktu B G S / B S G yang dituangkan dalam Berita Acara Serab Terima 

Pasal 55 

(1) Pengakbiran B G S / B S G sebagaimana dimaksud padaPasal 54 ayat (1) bur^f 

dapat dilakukan dalam bal: 
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(3) 
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(2) 

(3) 
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Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian, 

b.identitas para pihak: 

c. objek BGS/BSG, 

d. hasil BGS/BSG, 

e. peruntukan BGS/BSG, 

f. jangka waktu BGS/BSG, 

g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, 

h.hak dan kewajiban para pihak: 

i. ketentuan berakhirnya BGS/BSG: 

J. sanksi, dan 

k. penyelesaian perselisihan. 

Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 

dalam bentuk Akta Notaris. 

Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah mitra BGS/BSG 

menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama. 

Paragraf Ketujuh 

Berakhirnya BGS/BSG 

Pasal 54 

BGS/BSG berakhir dalam hal: 

a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam | 

perjanjian, 

b. pengakhiran perjanjian sepihak oleh Walikota atau pengelola barang, dan 

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota atau 

Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawas intern 

Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan BGS/BSG. 

Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya 

jangka waktu BGS/BSG yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, 

Pasal 55 

Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud padaPasal 54 ayat (1) huruf 

dapat dilakukan dalam hal: 
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a. terlambat membayar kontribusi tahunan. sebanyak3 (tiga) kali berturu 

turut; 

b. tidak membayar kontribusi tahunan selama 3 (tiga) kali berturut-turut; 

c. mitra B G S / B S G belum memulai pembangunan dan/atau tidak 

menyelesaikan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian 

kecuali dalam keadaan force majeure. 

[2] Pengakhiran secara sepihak oleh Walikota dilaksanakan dengan menerbitka^ 

teguran t€;rtulis pertama kepada mitra BGS/BSG . 

(3) Apabila mitra B G S / B S G tidak melaksEinakan teguran sebagaimanla 

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) bari kalender se ja i 

terbitnya teguran pertama, Walikota menerbitkan teguran kedua. 

(4) Apabila mitra B G S / B S G tidak melaksanakcin teguran kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) hiari kalender, 

Walikota menerbitkan teguran ketiga. 

(5) Apabila n:iitra B G S / B S G tidak melaksanakcm teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) h ari kalendei, 

Walikota menerbitkan surat pengakhiran B G S / B S G ; 

(6) Mitra KSP barus menyerabkan objek B G S / B S G kepada Walikota dalam 

jangka waktu 30 (tiga pulub) bari setelab mtmerima surat pengakbiran KS ' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

BAB VI 

KSPI 

Paragraf Kesatu 

Kriteria KSPI 

Pasal 56 

(1) KSPI dilakukan dengan pertimbangan: 

a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktul-

guna mcmdukung tugas dan fungsi pemerintahan; 
1 

b. tidak ter sedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatarji 

dan Bekinja Daerab Kota gorontalo untuk penyediaan infrastruktur; dan 

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastuktur yan^ 

ditetapkan Pemerintab Daerab. 

(2) Jenis infrastruktur yang termasuk dalam daft ar prioritas pogram penyediaan 

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada £iyat (1) buruf c sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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a. terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- 

turut, 

b. tidak membayar kontribusi tahunan selama 3 (tiga) kali berturut-turut: 

c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dari/atau tidak 

menyelesaikan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian 

kecuali dalam keadaan force majeure. 

Pengakhiran secara sepihak oleh Walikota dilaksanakan dengan menerbitkan 

teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG. 

Apabila mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 

terbitnya teguran pertama, Walikota menerbitkan teguran kedua. 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

Apabila mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, 

Walikota menerbitkan teguran ketiga. 

Apabila mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, 

Walikota inenerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG, 

Mitra KSP harus menyerahkan objek BGS/BSG kepada Walikota dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

BAB VI 

KSPI 

Paragraf Kesatu 

Kriteria KSPI 

Pasal 56 

KSPI dilakukan dengan pertimbangan: 

a.dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur 

guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan, 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota gorontalo untuk penyediaan infrastruktur, dan 

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastuktur yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah. 

Jenis infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas pogram penyediaarl 

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah Pengelola Barang atau 

PenggunEL Barang. 

(4) KSPI dila]<ukan antara Pemerintah Daerah clan badan usaba yang 

berbentuk: 

a. Badan Usaba Milik Negara; 

b. Badan Usaba Milik Daerab; 

c. Perseroan Terbatas; dan 

d. Koperasi. 

(51 PJPK merupakan pibak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dalam rangkla 

pelaksangcan kerjasama Pemerintab Daerali dengan badan usaba dengajn 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu KS;^I 

Pasal 57 

(1) Wali Kota menetapkan jangka waktu KSPI . 

(2) Jangka wjiktu KSPI sebagaimana dimaksud ]3ada ayat (1) paling lama 50 

(lima pulub) tabun dan dapat diperpanjang. 

(3) Jangka wciktu KSPI dan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dituangkan dalam perjanjian. 

(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bany i 

dapat dilakukan apabila terjadi government force majure seperti dampak 

kebijakan Pemerintab Daerab yang disetiabkan oleb terjadinya kris i^ 

ekonomi, jDolitik, sosial dan keamanan. 

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan 

paling lama 6 (enam) bulan setelab government force majure. 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara KSPI 

Pasal 58 

(1) KSPI dilakukan berdasarkan permobonan yang disampaikan secara tertulis 

kepada Wfili Kota. 

(2) Permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memuat data dan informasi mengenai: 

a. identitas; PJPK, termasuk dasar penunjukan; 

b. latar belakang permobonan; 

c. rencana peruntukan KSPI ; 
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(4) 
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(2) 
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Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah Pengelola Barang atau 

Pengguna Barang. 

KSPI dilakukan antara Pemerintah Daerah clan badan usaha yang 

berbentuk: 

a. Badan Usaha Milik Negara, 

b. Badan Usaha Milik Daerah: 

c. Perseroan Terbatas: dan 

d. Koperasi. 

PJPK merupakan pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dalam rangka 

pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu KSPI 

Pasal 57 

Wali Kota menetapkan jangka waktu KSPI. 

Jangka waktu KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 | 

(lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

Jangka waktu KSPI dan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dituangkan dalam perjanjian. | 

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 

dapat dilakukan apabila terjadi government force majure seperti dampak 

kebijakan Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh terjadinya krisis 

ekonomi, politik, sosial dan keamanan. | 

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan 

paling lama 6 (enam) bulan setelah government force majure. 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara KSPI 

Pasal 58 

KSPI dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan secara tertulis 

kepada Wali Kota. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memuat data dan informasi mengenai: 

a. identitas PJPK, termasuk dasar penunjukan, 

b. latar belakang permohonan, 

c. rencana peruntukan KSPI, 
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d. jangka waktu; dan 

e. estimasii besaran pembagian kelebiban keuntungan. 

(3) Permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi d okumen 

pendukung berupa: 

a. proposed pra studi kelayakan; 

b. surat pemyataan kesediaan menjadi PJPK;dan 

c. surat kislayakan penyediaan infrastruktur dari Dinas terkait/'Kementrian 

dan/atau lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4] Apabila hasil penelitian administrasi dajDat dilakukan KSIPI, Walikotla 

membentuk Tim dan menugaskan penilai untuk melakukan penilaian guna 

mengetahui nilai wajar. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 

Wali Kota. 

Pasal 59 

(1) Wali Kota menyerahkan objek KSPI kepada PJPK. 

(2) PJPK menetapkan mitra KSPI berdasarkan tender sesucd ketentuab 

peraturan perundang-undangan bidang kerjasama pemenntah dalaip 

penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK 1-cepada Walikota pjiling lama 1 

(satu) tahun setelah tangal ditetapkan. 

(4) Perjanjian KSPI ditandatangani antara PJPK dengan mitra KSPI yang 

ditetapkan melalui tender. 

(5) Penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung 

sejak tanggal berlakunya keputusan KSPI . 

Paragraf Keempat 

Hasil KSPI 

Pasal 60 

(1) Hasil KSPI terdiri dari: 

a. barang berupa infrastruktur beserta fasilitcisnya yang dibangun oleb 

mitra; dan 

b. pembagian atas kelebiban keuntungan yang diperoleh yang diitentukan 

pada sa£it perjanjian dimulai. 

(2) Pembagian atas kelebiban keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
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d. jangka waktu, dan 

e. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen 

pendukung berupa: 

a. proposal pra studi kelayakan, 

b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK:dan 

Cc. Surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Dinas terkait/ Kementrian 

dan/atau lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Apabila hasil penelitian administrasi dapat dilakukan KSPI, Walikota 

membentuk Tim dan menugaskan penilai untuk melakukan penilaian guna 

mengetahui nilai wajar. 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 

Wali Kota. 

Pasal 59 

Wali Kota menyerahkan objek KSPI kepada PJPK. 

PJPK menetapkan mitra KSPI berdasarkan tender sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan bidang kerjasama pemer:ntah dalam 

penyediaan infrastruktur. 

Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK kepada Walikota paling lama 1 

(satu) tahun setelah tangal ditetapkan. 

Perjanjian KSPI ditandatangani antara PJPK dengan mitra KSPI yang 

ditetapkari melalui tender. 

Penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung 

sejak tanggal berlakunya keputusan KSPI. 

Paragraf Keempat 

Hasil KSPI 

Pasal 60 

Hasil KSPI terdiri dari: 

a. barang berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh 

mitra, dan 

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh yang ditentukan 

pada saat perjanjian dimulai. 

Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) huruf b merupakan penerimaan daerah yang disetor langsung ke Kas 

Umum Dcierah. 

(3l Formulas! dan/atau besaran pembagian keuntungan dibJtapkan oleh 

Wali Kota. 

(4) Penetapan besaran pembagian kelebibcm keuntungan sebagaimana 

dimaksud ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan basil kajian dari tim KSPI 

yang dibentuk oleb Wali Kota. 

(5) Perbitungan pembagian kelebiban keuntungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: 

a. nilai investasi pemerintab daerab; 

b. nilai investasi mitra KSPI ; 

c. resiko yang ditanggung mitra KSPI ; dan 

d. karakte ristik infrastruktur. 

! Pasal 61 

(1) Pembagian kelebiban keuntungan disetor ke rekening Kas Umum Daerab 

paling lambat tanggal 31 maret. 

(2) Bagian pemerintab daerab atas pembagian kelebiban keuntungan padk 

tabun terakhir jangka waktu perjanjian disetor oleb mitra ke kas Umum 

Daerab p8.1ing lambat 10 (sepulub) bari sebedum berakbimya jangka waktiji 

perjanjian. 

(3) Bagian pemerintab daerab pada ayat (2) disetor oleb mitra KSPI sepanjank 

terdapat hielebiban keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pad^ 

saat perjanjian dimulai. 

Paragraf Kelima 

Perjanjian KSPI 

Pasal 62 

(1) Perjanjian KSPI sekurang-kurangnya memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. identitas para pihak; 

c. tanah dim/atau bangunan yang menjadi objek KSPI ; 

d. perutukan pemanfaatan; 

e hak dan kewajiban; 

f. jangka v/aktu pemanfaatan; 
PERytNGKAT 
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(1) 
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(1) huruf b merupakan penerimaan daerah yang disetor langsung ke Kas 

Umum Daerah. 

Formulasi dan/atau besaran pembagian keuntungan ditetapkan oleh 

Wali Kota. 

Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana 

dimaksud ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan hasil kajian dari tim KSPI 

yang dibentuk oleh Wali Kota. 

Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: 

a. nilai investasi pemerintah daerah, 

b. nilai investasi mitra KSPI, 

c. resiko yang ditanggung mitra KSPI, dan 

d. karakteristik infrastruktur. 

Pasal 61 

Pembagian kelebihan keuntungan disetor ke rekening Kas Umum Daerah 

paling lambat tanggal 31 maret. 

(2) 

(3) 

(1) 

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan pada 

tahun terakhir jangka waktu perjanjian disetor oleh mitra ke kas Umum 

Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 

perjanjian. 

Bagian pemerintah daerah pada ayat (2) disetor oleh mitra KSPI sepanjang 

terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada 

saat perjanjian dimulai. 

Paragraf Kelima 

Perjanjian KSPI 

Pasal 62 

Perjanjian KSPI sekurang-kurangnya memuat: 

a. dasar perjanjian, 

b. identitas para pihak, 

c. tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek KSPI, 

d. perutukan pemanfaatan, 

e. hak dan kewajiban, 

f. jangka waktu pemanfaatan, | 
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g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; 

h. ketentuan mengenai berakhimya perjanji8.n; 

i . sanksi; dan 

j . penyelesaian perselisiban. 

(2) Perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud padci ayat (1) dituangkan dalam 

bentuk Akta Notaris. 

(1) KSPI berakhir dalam hal: 

a. berakhimya jangka waktu KSPI; 

b. pengakhiran perjanjian secara sepihak oleli Walikota; atau 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan p<?raturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran secara sepihak oleh Wali kota sisbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) buruf b dapat dilakukan dalam bal mitra KSPI : 

a. tidak m<jmbayar pembagian kelebiban keuntungan yang ditentukan pada 

saat perjanjian dimulai; atau 

b. tidak mimenuhi kewajiban selain dimaksud dalam huruf a sc;bagaimana 

tertuang dalam perjanjian. 

(3) Pengakhiran secara sepihak oleh Wali kota sijbagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diawali dengan: 
i 

a. penerbitan teguran tertulis kepada mitra KSPI ; 

b. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejalc 

diterbitl<:an, Walikota menerbitkan surat teguran kedua. 

c. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitl<:an, Walikota menerbitkan surat teguran ketiga; 

d. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejalc 

diterbitkan, Walikota menerbitkan surat pengakhiran KSPI ; 

Paragraf Keenam 

Berakhimya Perjanjian KSPI 

Pasal 63 
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g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran, 

h. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian, 

i. sanksi, dan 

J. penyelesaian perselisihan. 

Perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

bentuk Akta Notaris. 

Paragraf Keenam 

Berakhirnya Perjanjian KSPI 

Pasal 63 

KSPI berakhir dalam hal: 

a. berakhirnya jangka waktu KSPI: 

b. pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Walikota, atau 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengakhiran secara sepihak oleh Wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI: 

a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan yang ditentukan pada 

saat perjanjian dimulai, atau 

b. tidak memenuhi kewajiban selain dimaksud dalam huruf a sebagaimana | 

tertuang dalam perjanjian. 

Pengakhiran secara sepihak oleh Wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diawali dengan: 

a. penerbitan teguran tertulis kepada mitra KSPI, 

b. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitkan, Walikota menerbitkan surat teguran kedua. 

c. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitkan, Walikota menerbitkan surat teguran ketiga, | 

d.apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitkan, Walikota menerbitkan surat pengakhiran KSPI, 
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e. surat tijguran dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sur^t 

pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditembuskan kepadia 

PJPK. 

(4) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakihiri KSPI paling Igimbat 2 (dua) 

tahun sebelum berakhimya perjanjian kepada PJPK yang dituEmgkan dalaijn 

Berita Acsira Serah Terima. 

Pasal 65 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Ag:ar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangai 

Peraturan Wcili kota ini dengan penempatanrya dalam Berita Daerah Kotja 

Gorontalo. 

Ditei:apkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 0£ii.»ii'»r 2020 

" \WALi K O T A GORONTA;: .O, 

Diundangkan di Gorontalo 

Pada tanggal 13 ot k. «*r 2020 

SEKRETARIS D A E ^ H KOTA GORONTALO, 

ISM J I D 
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e. surat teguran dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta surat 

pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditembuskan kepada 

PJPK. 

(41 Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) 

tahun sebelum berakhirnya perjanjian kepada PJPK yang dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima. 

Pasal 65 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan Pengundangan 

Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Gorontalo. 

Diterapkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 Oktowor 2020 

ALI KOTA GORONTALO, | 

Tere A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

Pada tanggal 13 Oxsocer 2020 

SEKRETARIS DA H KOTA GORONTALO, 

ISM MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 33 
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